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KATA PENGANTAR 

 
Assamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

 

 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmad-
Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah 
(LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 dapat 
diselesaikan dengan baik. 

 

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP 
OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 ini merupakan 
perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan 
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021. Sesuai 
dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan 
yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kesbang, Politik dan Linmas, yang 
memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui 
pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan 
bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh bidang di lingkungan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. 

 

  Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKjIP pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan gambaran hasil yang dicapai 
berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh 
seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan 
segala keterbatasan yang dimiliki, segenap pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian 
kinerja sasaran strategis tahun 2019. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan 
dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program 
dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. 

 

  Harapan saya, kiranya kinerja kita semakin meningkat di tahun 2019 dan 
tahun-tahun mendatang, sehingga amanah yang kita emban sebagai pejabat publik 
dapat kita pertanggungjawabkan penuh, baik kepada masyarakat, bangsa dan 
negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Sekian dan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

  

Bagansiapiapi, 31 Desember 2019
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan 
Hilir, merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati 
dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK & FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

a. Kedudukan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Nomor 65 Tahun 2016 
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir, kedudukan 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut 
: 

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan 
Bangsa dan Politik; 

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan;  

3. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

 

b. Tugas Pokok 

 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralissasi, dekosentrasi, 
tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan 
monitoring dan evaluasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. 

  

c. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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1. perumusan kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

2. pelaksanaan  kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

3. penyusunan norma standart prosedur dan kriteria di Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik; 

4. pemberian bimbingan tekhnis dan evaluasi di Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik; 

5. pelaksanaan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 
Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir, dipimpin oleh 
seorang kepala badan yang membawahi sekretaris, empat kepala bidang, 
tiga sub bagian, delapan sub bidang dan kelompok jabatan fungsional. 

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 
Hilir terdiri dari ; 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretaris; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

4. Sub Bagian Keuangan;  

5. Sub Bagian Perencanaan Program; 

6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional; 

7. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Kerjasama Masyarakat 
Perbatasan; 

8. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; 

9. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 

10. Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan 
Kewarganegaraan; 

11. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah; 

12. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri; 

13. Sub Bidang Fasilitas Lembaga Politik; 

14. Sub Bidang Fasilitas Pendidikan Politik dan Pemilu; 

15. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan 
Kemasyarakatan; 

16. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; 

17. Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. 
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18. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja 
(performance results) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 
Hilir sesuai dengan  Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 
2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua 
instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam 
suatu sistem AKIP.  

Laporan Kinerja  ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:  

Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Rokan Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh 
stakeholders (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).  

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki 
kinerja di masa mendatang.  

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan 
penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Rokan Hilir . 

Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan 
yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana 
tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya. Strategis 
yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis 
dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya 
disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, 
namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan 
tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang 
tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.  

Dengan pola pikir seperti disebutkan di atas, maka sistematika penyajian 
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ; 

Bab 1 -  Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum 
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Bab 2 

 

 

Bab 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bab 4 

organisasi, Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur 
Organisasi, serta tujuan penyusunan dan sistematika penyajian 
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 
permasalahan utama (strategic sissued) yang sedang dihadapi 
organisasi. 

 

 -  Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 
kinerja tahun yang bersangkutan. 

 

-  Akuntabilitas kinerja tahun 2019, menguraikan mengenai 
analisis capaian kinerja 2019, setiap pernyataan kinerja sasaran 
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 
tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 
ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 
kinerja  tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 
terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 
nasional (jika ada) 

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau 
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi 
yang telah dilakukan; 

6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan 
atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

Realisasi Anggaran tahun 2019, menguraikan realisasi anggaran 
yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan 
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. 

 

- Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun 
2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja 
di masa yang akan datang. 
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Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar 
adalah seperti pada halaman berikut : 

 

Gambar 1.1 

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun Anggaran 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata 
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-

2021   

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Rokan Hilir Tahun 2016-2021 telah disahkan tanggal 31 Desember 2016. Tahun 
2019 ini merupakan tahun Keempat dari pelaksanaan Renstra tersebut, 
pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik adalah sebagai berikut : 

a. Visi 

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir adalah 
“ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM LINGKUNGAN 
POLITIK YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA SERTA DEMOKRATIS “. 
 

b. Misi 

Dalam mencapai visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Rokan Hilir merumuskan 3 (tiga) misi utama yang harus diselesaikan dalam 5 

(lima) tahun ke depan, sebagai berikut : 

1. Mewujudkan kehidupan politik demokratis yang ditopang dengan suasana 
kondusif; 

2. Memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten 
Rokan Hilir; 

3. Meningkatkan kinerja sumber daya organisasi. 

 

Penjelasan makna 

Adapun penjelasan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

1. Misi pertama diarahkan mengerahkan seluruh komponen masyarakat 

melalui partai poltik dan organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah 

dalam menumbuhkembangkan pendidikan politik dan mendewasakan 

kehidupan demokrasi yang bermartabat, beretika dan berlandaskan nilai-

nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah. 

2. Misi kedua diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan 

wawasan kebangsaan dan upaya dalam melaksanakan pencegahan dan 

penanganan konflik serta penyakit masyarakat. 

3. Misi ketiga diarahkan pada peningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan 

keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir. 
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c. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi  
ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa 
perumusan tujuan dan sasaran. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang 
diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam 
jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif yang 
penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang 
dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat 
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Rokan Hilir (performance indicator).  

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang 
ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, 
sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah 
semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan. 

Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka 
pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang 
integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan 
sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha 
pencapaian kinerja yang diinginkan.  

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan 
operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 
tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun. 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci 
keberhasilan (key success factors) yang telah diidentifikasikan sebelumnya, 
yakni yang telah memperhitungkan analisis atas kondisi lingkungan strategis 
serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan menjadi lebih rasional dan dapat dicapai (achievable). Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir telah merumuskan tujuan 
dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana 
Strategis Tahun 2016 s.d. 2021  untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.  

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan misi yang telah 
ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran I Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Rokan Hilir. 

 

d. Penetapan Indikator Kinerja  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-
jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti sejauh mana 
suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran strategis 
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yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah 
harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan 
pemenuhan sasaran strategis, melalui mekanisme pelaporan kinerja.  

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategis adalah indikator 
keluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome). Indikator kinerja 
keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai 
dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu 
sampai 1 (satu) tahun. 

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir  menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan 
dicapai dalam tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).  

Tujuan, Sasaran Strategis  dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut : 

 

No Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Rencana Capaian  Kinerja 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

1 Meningkatkan 
kualitas kehidupan 
politik dan 
kedewasaan 
demokrasi 

Meningkatnya 
kapasitas partai 
politik dan 
organisasi 
kemasyarakatan 

1. Partai politik tertib 
administrasi  

2. Organisasi 
masyarakat yang 
aktif 

n/a 

 

n/a 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

2 Mewujudkan 
kehidupan 
masyarakat yang 
harmonis dan 
bersatu dalam 
kemajemukan 

1. Meningkatnya 
keamanan dan 
ketertiban 
umum 

Persentase penyelesaian 
gangguan ketertiban 
umum dan ketentraman 
masyarakat 

n/a n/a 48% 48% 50% 50% 

3 Meningkatkan 
kualitas pengelolaan 
keuangan dan 
kinerja Badan 
Kesbangpol 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
Badan 
Kesbangpol 

1. Nilai Evaliasi SAKIP n/a CC B B  BB  BB 

2. Level Maturitas SPIP 
Instansi 

 n/a n/a 3 3 3 3 

3. Nilai Reformasi 
Birokrasi 

n/a n/a n/a C C CC 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 

Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk  
suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan 
kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan. 

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir  
untuk tahun 2019 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap 
anggota organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
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Rokan Hilir, dalam upaya mencapai tujuan dan salsaran yang telah dirumuskan 
dalam perencanaan strategis tahun 2016 - 2021. 

Proses penyusunan rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 

a. Penetapan Sasaran Strategis 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
mengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 
2019, seperti telah dicanangkan dalam perencanaan strategis. dengan 
memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2019. Sasaran strategis 
ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan 
pencapaian sasaran. 

 

b. Penetapan Program 

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis 
(Lampiran I) diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan 
dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  

 

c. Penetapan Kegiatan 

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang 
akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai 
dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 
harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya 
mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan. 

 

d. Penetapan Target Kinerja 

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh 
indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat 
kegiatan. 

 

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah 
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai 
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 
memepertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan 
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan 
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kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah 
dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan  tolok ukur kinerja 
sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward 
atau penghargaan dan sanksi. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir telah membuat 
penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, 
tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu kepada Rencana 
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-
2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam 
penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah 
diintegrasikan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Rokan Hilir 2016-2021. 

Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran II Penetapan Kinerja Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

 
Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan 
penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk 
menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 
misi dan visinya. Dalam tahun anggaran 2019 pengukuran kinerja yang 
dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan 
pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan 
capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja 
sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran 
strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan 
membandingkan indikator input, output dan outcomes yang direncanakan 
dengan indikator input, output dan outcomes  yang dapat dicapai dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan. 
 

Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 
Hilir meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis yang didukung oleh 9 (sembilan) 
program dan dijabarkan dalam 76 (tujuh puluh enam) kegiatan. Pengukuran 
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir mengacu 
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah.  
Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat 
dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing 
kegiatan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian 
kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian 
indikator outcome yang dipakai.  
 

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya, 
pengukuran pencapian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan 
satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah dirasakan 

manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif. 
Sementara itu untuk indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum 
dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami 
hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun 
pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup 
besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan 
impact. 
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Untuk tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah mencapai output 100%, 
kecuali sejumlah kegiatan yang tidak mencapai 100% yang terjadi karena 
pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dan rasionalisasi anggaran, laporan 
yang dalam proses penyelesaian, target tindak lanjut hasil audit yang relatif 
masih rendah. Hal ini tentu mempengaruhi capaian indikator outcome dari 
kegiatan tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum 
mengahasilkan outcome karena belum dimanfaatkannya output dari kegiatan 
dan belum diperolehnya data yang akurat atas outcome  yang diharapkan. 
Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan 
capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat lampiran III 
Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
tahun 2019. 
 
a. Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2019 

 
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

1 

Meningkatkan 

kualitas kehidupan 
politik dan 

kedewasaan 

demokrasi 

Meningkatnya 

kapasitas partai 
politik dan 

organisasi 

kemasyarakatan 

1. Partai politik tertib 

administrasi 
 

100% 

 

100% 

 

2. Organisasi 

masyarakat yang 
aktif 

100% 100% 

2 
 

Mewujudkan 
kehidupan 
masyarakat yang 
harmonis dan 
bersatu dalam 
kemajemukan 

Meningkatnya 
keamanan dan 
ketertiban umum 

Persentase 
penyelesaian gangguan 
ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat 

48% 
 

48% 
 

3 Meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
kinerja Badan 
Kesbangpol 

Meningkatnya 
akuntabilitas Badan 
Kesbangpol 

Nilai Evaluasi SAKIP B B 

Level Maturitas SPIP 

Instansi 

n/a n/a 

Nilai Reformasi Birokrasi - - 

 
 

b. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sesuai dengan Renstra 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Realisasi 
Kinerja 

2019 

Target Sesuai Renstra 

2018 2017 2016 2015 

1 Meningkatnya 
kapasitas partai 

politik dan 

organisasi 
kemasyarakatan 

1. Partai politik tertib 
administrasi 

 

100% 100% 100%  n/a 
 

 

2. Organisasi masyarakat 
yang aktif 

 

100% 100% 100%  n/a 
 

 

2 Meningkatnya 
keamanan dan 
ketertiban umum  

Persentase penyelesaian 
gangguan ketertiban umum 
dan ketentraman 
masyarakat 

48% 
 

48% 
 

n/a 
 

 n/a 
 

 

3 Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP C B  CC  n/a  
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akuntabilitas 
Badan 
Kesbangpol 

Level Maturitas SPIP 
Instansi 

n/a n/a n/a  n/a  

Nilai Reformasi Birokrasi -  -  - -  

 
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat 
membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional yang 
disebabkan keterbatasan data/dokumen nasional. 
 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan : 
Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata  
(realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing 
indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang 
tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat 
ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang. 
 
1. MISI I : Mewujudkan kehidupan politik demokratis yang ditopang 

dengan suasana kondusif 
 

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas partai politik dan organisasi 
kemasyarakatan 

Pencapaain sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun 
indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : 
 

5

1 Meningkatnya kapasitas 

partai politik dan 

organisasi 

kemasyarakatan

1 Partai politik tertib 

administrasi 

100 % 100 % 100 

2 Organisasi masyarakat 

yang aktif

100 % 100 % 100 

%

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

 
Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang 
diterapkan adalah “Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat 
secara terus menerus melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan 
pembinaan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat 
terhadap etika dan budaya politik terutama dalam menghadapi 
Pemilu/Pemilukada secara demokratis, aman dan tertib”, dengan 
program pendukungnya yaitu pendidikan politik masyarakat, Adapun 
kegiatan pendukungnya antara lain : 

 Pembinaan organisasi masyarakat; 
 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat se Kabupaten 

Rokan Hilir 
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 Penyelenggaraan verifikasi penggunaan bantuan keuangan partai 
politik; 

 Bimbingan teknis tata cara penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

 Monitoring Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada. 
 

Keberadaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang terdaftar 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 
84 organisasi kemasyarakatan dan 16 partai politik. Sesuai dengan 
verifikasi dan susunan data keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan target peningkatan partai 
politik tertib administrasi dan organisasi kemasyarakatan yang aktif 
dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahuan 
2019 adalah 100% untuk organisasi kemasyarakatan yang aktif dan 
partai politik tertib administrasi sebesar 100%. Realisasi berdasarkan 
data sampai tahun 2019, Prosentase organisasi kemasyarakatan yang 
aktif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 90% dari 
persentase total. Berarti masih belum memenuhi target yang telah 
ditetapkan sebesar 100%. Selanjutnya, juga dengan prosentase partai 
politik yang melaksanakan tertib administrasi dari persentase yang 
ditetapkan sebesar 100%, dapat dicapai sebesar 100%.  
 
Faktor pendukung dalam pencapaian target realisasi persentase yang 
telah ditetapkan adalah : 
1) Adanya monitoring keberadaan organisasi masyarakat serta 

penyuluhan kesadaran berpolitik kepada masyarakat sebagai 
aktualisasi dan penguatan demokrasi sesuai aturan yang berlaku;  

2) Pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat serta verifikasi partai 
politik dan bimbingan teknis pertanggung jawaban pelaksanaan 
bantuan keuangan kepada partai politik; 

3) Tersedianya Dana dalam pelaksanaan monitoring, pembinaan, 
bimbingan teknis dan penyuluhan politik masyarakat lainnya. 

 
Selanjutnya, kadang-kadang terdapat kendala untuk mencapai target 
persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif, namun masih bisa 
dikendalikan dengan melakukan monitoring keberadaan organisasi 
masyarakat dan aktifitasnya sehingga didapatkan data yang up to date 
serta pembinaan organisasi mayarakat yang berkelanjutan untuk 
meningkatkan kapasitasnya. Adapun kendalanya seperti : 
1) Masih adanya organisasi masyarakat yang belum 

terdaftar/memperbaharui surat keterangan terdaftarnya, dan 
organisasi masyarakat yang belum menyampaikan laporan 
kegiatannya secara berkala pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir; 

2) Kekurangan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan 
dana pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan 
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melaksanakan kegiatan monitoring dan kegiatan penyuluhan atau 
pembinaan lainnya; 

 
Sebagai bahan pertimbangan untuk tahun yang akan datang, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengusulkan kepada Bupati Rokan 
Hilir untuk : 
1) Menambah pegawai dalam memenuhi kuantitas dan kompetensi 

sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan, monitoring 
organisasi masyarakat dan kegiatan penanganan tertib administrasi 
partai politik seta kegiatan penyuluhan politik masyarakat lainnya; 

2) Menambah/mempertahankan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik dalam rangka meningkatkan kinerja bidang penanganan 
organisasi masyarakat, pembinaan dan penyuluhan politik lainnya. 
 
 

2. MISI II :  Memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa di 
Kabupaten Rokan Hilir 

 
Sasaran 1 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum 

 
Pencapaain sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun 
indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : 
 

5

1 Persentase penyelesaian 

gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat

1 Jumlah konflik yang 

ditangani / jumlah konflik 

x 100%

48   % 48   % 100 

%

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

 

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang 
diterapkan adalah “Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan dini 
dengan menguatkan tokoh masyarakat sebagai pengendali keamanan dan 
kenyamanan lingkungan, Penyelenggaraan rapat Komunitas Intelijen 
Daerah (KOMINDA) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) secara 
berkala, serta menguatkan tenaga pendidik wawasan kebangsaan dan 
ideologi”, dengan program pendukungnya yaitu program peningkatan 
keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan 
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dan program kemitraan 
pengembangan wawasan kebangsaan. Adapun kegiatan-kegiatan 
pendukungnya antara lain : 

 
(1) Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan masyarakat Se Kabupaten 

Rokan Hilir (18 Kecamatan). 
Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di 
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Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik di 
daerah, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 
Hilir direncanakan memenuhi rasio antara jumlah peserta berbanding 
jumlah penduduk yang ada di daerah. Berdasarkan target 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi 
potensi konflik di daerah dalam rencana strategis Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik pada Tahuan 2019 adalah 0,002% untuk 
Persentase jumlah peserta sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 
Realisasi berdasarkan data sampai tahun 2019, Persentase peserta 
sosialisasi kewaspadaan dini di daerah pada Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik sebesar 0,0015% dari persentase total. Berarti masih 
belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 0,0005%.  

 
Faktor pendukung dalam pencapaian target realisasi persentase yang 
telah ditetapkan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi 
kewaspadaan dini di kalangan masyarakat sebanyak 18 Kecamatan di 
Kabupaten Rokan Hilir. 

 
Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhi target 
persentase sosialisasi kewaspadaan dini di daerah, antara lain : 
1) Rasionalisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dilakukan pengurangan jumlah 
peserta yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini di daerah; 

2) Kekurangan dan keterbatasan dana pendukung Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik yang akan melaksanakan kegiatan tersebut 
sebagaimana poin 1 (satu). 

 
(2) Pembinaan tokoh masyarakat sebagai tenaga pengendali keamanan 

dan kenyamanan lingkungan. 
 Menguatkan peran tokoh masyarakat dan aparatur dalam 

mengendalikan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir direncanakan 
memenuhi rasio antara jumlah tokoh masyarakat dan aparatur 
berbanding jumlah penduduk yang ada di daerah. Berdasarkan target 
tokoh masyarakat dan aparatur dalam mengendalikan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan dalam rencana strategis Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik pada Tahuan 2019 adalah 0,002% untuk 
Persentase jumlah tokoh masyarakat dan aparatur dalam 
mengendalikan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Realisasi 
berdasarkan data sampai tahun 2019, Persentase peserta sosialisasi 
kewaspadaan dini di daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
sebesar 0,0016% dari persentase total. Berarti masih belum 
memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 0,0004%.  
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Faktor pendukung dalam pencapaian target realisasi persentase yang 
telah ditetapkan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan tokoh 
masyarakat dan aparatur dalam mengendalikan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan sebanyak 18 Kecamatan di Kabupaten 
Rokan Hilir. 

 
Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhi target 
persentase tokoh masyarakat dan aparatur dalam mengendalikan 
keamanan dan kenyamanan lingkungan, antara lain : 
1) Rasionalisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dilakukan pengurangan jumlah 
peserta yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini di daerah; 

2) Kekurangan dan keterbatasan dana pendukung Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik yang akan melaksanakan kegiatan tersebut 
sebagaimana poin 1 (satu). 
 

(3) Rapat komunitas intelijen Daerah. 
Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapaten Rokan Hilir 
melaksanakan kegiatan terkait yakni melakukan rapat-rapat 
koordinasi komunitas intelijen di daerah. 

 
Rapat komunitas intelijen daerah dilaksanakan dengan indikator 
frekuensi jumlah rapat yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran sebanyak 2 (dua) kali rapat, dengan indikator pelaksanaan 
2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dalam menangani 
gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

 
Sesuai dengan target frekuensi pelaksanaan rapat komunitas intelijen 
daerah dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
pada Tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) kali. Realisasi 
berdasarkan data sampai tahun 2019, prosentase rapat komunitas 
intelijen daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 0 
kali atau tidak dapat dilaksanakan dari frekuensi total. Berarti masih 
belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 2 (dua) kali. 

 
Faktor penghambat tidak terpenuhi target frekuensi rapat komunitas 
intelijen daerah, antara lain : 
1) Adanya perubahan peraturan perundang undangan dan regulasi 

yang mengatur mekanisme urusan Komunitas Intelijen daerah 
menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan; 

2) Penerapan anggaran untuk menjalankan kegiatan rapat 
koordinasi komunitas intelijen daerah pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat 
dilaksanakan. 
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(4) Pembinaan tenaga pendidik wawasan kebangsaan dan ideologi Se 

Kabupaten Rokan Hilir (18 Kecamatan). 
Pembinaan tenaga pendidik wawasan kebangsaan dan ideologi dalam 
mengembangkan kemitraan untuk peningkatan wawasan kebangsaan 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
direncanakan memenuhi rasio antara jumlah tenaga pendididik 
wawasan kebangsaan dan ideologi berbanding jumlah penduduk 
yang ada di daerah. Berdasarkan target peningkatan wawasan 
kebangsaan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik pada Tahuan 2019 adalah 0,002% untuk Persentase pendidik 
wawasan kebangsaan dan ideologi. Realisasi berdasarkan data 
sampai tahun 2019, Persentase tenaga pendidik wawasan 
kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 0,001% dari persentase total. 
Berarti masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 
0,001%.  

 
Faktor pendukung dalam pencapaian target realisasi persentase yang 
telah ditetapkan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap 
tenaga pendidik wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran; 

 
Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhi target 
persentase pendidikan wawasan kebangsaan, ideologi dan 
pembauran kebangsaan, antara lain : 
1) Rasionalisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dilakukan pengurangan jumlah 
peserta yang dibina sebagai tenaga pendidik wawasan 
kebangsaan; 

2) Kekurangan dan keterbatasan dana pendukung Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik yang akan melaksanakan kegiatan tersebut 
sebagaimana poin 1 (satu). 

 
(5) Penyelenggaraan rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan. 

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran 
Kebangsaan di Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabuapaten Rokan Hilir melaksanakan kegiatan terkait yakni 
melakukan rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 

 
Rapat Forum Pembauran Kebangsaan dilaksanakan dengan indikator 
jumlah peserta yang menghadiri kegiatan rapat dalam rangka 
koordinasi supaya tercapainya kerjasama antara warga masyarakat 
untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan 
mengembangkan pembauran kebangsaan. 
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Sesuai dengan target peserta yang menghadiri kegiatan rapat dalam 
rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 
2019 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) anggota. Realisasi 
berdasarkan data sampai tahun 2019, prosentase jumlah peserta 
yang menghadiri kegiatan rapat Forum Pembauran Kebangsaan 
(FPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 27 orang 
atau dapat dilaksanakan sepenuhnya. Berarti telah memenuhi target 
yang telah ditetapkan. 

 
Selanjutnya tidak ada hambatan yang berarti dalam mencapai target 
kegiatan rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini. 
Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, 
khususnya pada Tahun 2020 adalah melakukan 
perbaikan/peningkatan dengan melakukan rapat koordinasi secara 
berkala atau dengan menambah frekuensi rapat. 
 

Sesuai dengan realisasi kegiatan penunjang pencapaian target sasaran 
strategis persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir, dan telah dituangkan dalam rencana strategis 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2019 adalah 48% untuk 
penanganan konflik dengan upaya membendung potensi akan terjadinya 
konflik. Realisasi berdasarkan data sampai tahun 2019, Persentase 
penanganan konflik yang dapat dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik berjumlah 43% dari persentase total. Berarti masih belum 
memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 5%. 
 
Faktor pendukung dalam pencapaian target realisasi persentase yang 
telah ditetapkan adalah : 
1) Terlaksananya kegiatan sosialiasasi kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat yang ditopang dengan kegiatan pembinaan tokoh 
masyarakat dan aparatur sebagai tenaga pengendali keamanan dan 
kenyamanan lingkungan di setiap Kecamatannya; 

2) Adanya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan 
kegiatan pembinaan tenaga pendidik wawasan kebangsaan dan 
ideologi sebagai aktualisasi dan kerjasama antara warga masyarakat 
untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan 
mengembangkan pembauran kebangsaan;  

3) Tersedianya Dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas 
meskipun belum maksimal. 

 
Selanjutnya, masih terdapat kendala untuk mencapai target persentase 
persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat, seperti : 
1) Tidak terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat Komunitas 

Intelijen Daerah (KOMINDA) disebabkan adanya perubahan 
peraturan perundang undangan dan regulasi yang mengatur 
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mekanisme urusan Komunitas Intelijen daerah menjadi tugas dan 
kewenangan Kejaksaan; 

2) Kekurangan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan 
dana pendukung yang akan melaksanakan kegiatan penunjang untuk 
mencapai target sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
khususnya pada pencapaian target indikator sasaran strategis ke-tiga 
yakni persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat. 

 
Sebagai bahan pertimbangan untuk tahun yang akan datang, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengusulkan kepada Bupati Rokan 
Hilir untuk : 
1) Menambah anggaran pendukung pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik terutama untuk memenuhi capaian indikator kinerja sasaran 
strategis meningkatnya keamanan dan ketertiban umum; 

2) Meninjau dan membahas kembali program yang belum masuk dalam 
RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Rokan Hilir yakni Program pembinaan dan pengembangan ketahanan 
ekonomi dan Program fasilitasi ketahanan seni budaya, agama dan 
kemasyarakatan. 

 
 

3. MISI III :  Meningkatkan kinerja sumber daya organisasi. 
 

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Badan Kesbangpol 
 

Pencapaain sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun 
indikator kinerjanya yang pertama adalah sebagai berikut : 
 

5

1 Meningkatnya 

akuntabilitas Badan 

Kesbangpol

1 Nilai Evaluasi SAKIP B % C % 50%

%

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

 
Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang 
diterapkan adalah “Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan 
Kesbangpol” dengan program pendukungnya yaitu Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun 
kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain : 
 

 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
Penyusunan Renja, RKA, DPA,DPPA OPD; 

 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ OPD; 
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 Penataan dan Inventarisasi Aset Bakesbangpol Rokan Hilir; 
 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Penyusunan Laporan Akhir Tahun. 
 
1. Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP” 

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan yang ditetapkan pada 
Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2019 adalah B. Realisasinya adalah 
mendapatkan nilai C. 
 
Faktor penghambat tercapainya target Hasil Evaluasi SAKIP Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nilai B adalah : 
1) Tim penyusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebagian besar belum mengikuti kegiatan workshop terkait 
Penyusunan Rencana Startegis (Renstra); 

2) Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 
Hilir sebagian besar belum mengacu kepada Peraturan Kementerian 
PAN RB. 
 

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya 
pada Tahun 2020 adalah melakukan perbaikan/peningkatan penyusunan 
Renstra dan LKj memperbaiki kembali indikator kinerja yang belum 
sesuai antar target dan realisasi dan mengupayakan agar dapat nilai 
evaluasi menjadi lebih baik. 
 

Pencapaain sasaran indikator kinerja yang kedua adalah sebagai berikut : 
 

5

1 Meningkatnya 

akuntabilitas Badan 

Kesbangpol

2 Level Maturitas SPIP 

Instansi

100%n/an/a

%

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

 
2. Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP Instansi” 

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan sesuai laporan Self 
Assessment (SA) adalah 3,00 (level 3, “terdefinisi”). Periode waktu 
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sampai dengan saat 
proses self assessment dilaksanakan. 
Target Indikator Kinerja Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
mendapatkan level 3 kategori Terdevenisi, Realisasinya Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik mampu meningkatkan maturitas SPIPnya ke level 3 
kategori Terdevenisi berarti target terpenuhi atau 100%. 
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Faktor pendukung dalam pencapaian target maturitas SPIP level 3 
kategori “Terdevenisi” adalah : 
1) Pelaporan hasil self assessment secara formal telah disusun dan 

didukung dengan  kertas kerja dan dokumen pendukung; 
2) Proses assessment terhadap survei persepsi maupun 

validasi/pembuktian telah dilaksanakan mengacu pada pedoman. 
Tidak ada hambatan yang berarti dalam mencapai target maturitas SPIP 
level 3 kategori “Terdevenisi” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 
2019.  
 
Upaya yang akan dilakukan dimasa yang akan datang adalah : 
1) Memantau konsistensi penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan 

substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub 
unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;   

2) Tim Penilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 
akan terus berupaya melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP 
Internal setiap tahunnya. 

 
Pencapaain sasaran indikator kinerjanya yang ketiga adalah sebagai berikut : 

 

5

1 Meningkatnya 

akuntabilitas Badan 

Kesbangpol

3 Nilai Reformasi Birokrasi -- -

%

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

 
3. Indikator Kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi” 

Untuk mencapai target Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Tahun 2019 hanya mengacu pada penilaian yang diperoleh 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yakni nilai C, tidak ada hambatan yang 
berarti. 
Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya 
pada Tahun 2020 adalah melakukan inventarisasi asset yang sudah rusak 
berat untuk di usulkan dimusnahkan kepada Bupati Rokan Hilir melalui 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga data asset 
sesuai dengan kondisi riil yang ada. 
 

B. REALISASI ANGGARAN 
 

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya 
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dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
 
APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang penetapan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan APBD 
tersebut anggaran untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, telah disediakan 
Belanja Tidak Langsung (BTL) gaji dan tunjangan sebesar  Rp. 4.433.400.997,00 
dan realisasi sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 3.772.809.656,00 atau 85,00 
% dari anggaran yang tersedia. Untuk rincian perbandingan antara Anggaran 
dan Realisasi Belanja Langsung (BL) Tahun 2019  Menurut  Program dan  
Kegiatan adalah sebagai berikut : 
 

 

1 3 4 5

I  1.174.147.000   848.188.342 72,24  
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.840.000         3.840.000       100,00 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

68.000.000       24.669.792     36,28   

3 Jasa Kebersihan Kantor 97.800.000       78.600.000     80,37   

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.535.000       31.750.000     97,59   

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.030.000       27.595.000     98,45   

6 Cetak baliho/spanduk/banner informasi terkait 

hankamtibnas, budaya, agama dan 

kemasyarakatan

175.680.000      173.250.000    98,62   

7 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.250.000         7.220.000       99,59   

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.192.000         9.129.800       99,32   

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.000.000       9.698.000       69,27   

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 

Daerah

543.800.000      454.265.750    83,54   

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 

Daerah

194.020.000      28.170.000     14,52   

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2
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1 3 4 5

II 493.015.000     461.365.358   93,58 

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.115.000       22.795.000     90,76  

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 134.400.000     117.476.858   87,41  

14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung 

Kantor

9.050.000        8.900.000      98,34  

15 Pengadaan Komputer / PC 87.500.000       83.643.000     95,59  

16 Pengadaan UPS / Stabilizer 26.000.000       24.341.000     93,62  

17 Pengadaan Printer 47.000.000       42.574.500     90,58  

18 Pengadaan Laptop 39.200.000       38.930.000     99,31  

19 Pengadaan Air Conditioner / AC 67.950.000       66.825.000     98,34  

20 Pengadaan Alamari Arsip 56.800.000       55.880.000     98,38  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2

 

1 3 4 5

III 15.400.000      15.400.000     100,00  

21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya (Pakaian PDH)

15.400.000      15.400.000     100,00  

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2

 

1 3 4 5

IV 35.000.000       34.720.000     99,20  

22 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000       34.720.000     99,20  

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2

 

1 3 4 5

V 38.380.000      36.365.000    94,75    

23 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Renja, 

RKA, DPA,DPPA

14.760.000      14.760.000    100,00  

24 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan LAKIP, 

LPPD, LKPJ

11.070.000      11.070.000    100,00  

25 Penataan dan Inventarisasi Aset Bakesbangpol 

Rokan Hilir

7.260.000        5.245.000     72,25    

26 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan 

Laporan Akhir Tahun

5.290.000        5.290.000     100,00  

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2
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1 3 4 5

VI 793.243.000     682.596.024   86,05  

27 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Sinaboi

39.065.000       33.265.000     85,15  

28 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Bangko

45.290.000       40.110.000     88,56  

29 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Pekaitan

39.065.000       33.375.500     85,44  

30 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Batu Hampar

39.065.000       33.375.500     85,44  

31 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Rimba Melintang

39.065.000       34.085.000     87,25  

32 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Bangko Pusako

41.140.000       36.160.000     87,89  

33 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Tanah Putih T 

Melawan

39.065.000       34.240.000     87,65  

34 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Tanah Putih

41.140.000       33.460.000     81,33  

35 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Rantau Kopar

39.065.000       34.265.000     87,71  

36 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Pujud

39.065.000       31.185.000     79,83  

37 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Tanjung Medan

41.140.000       35.540.024     86,39  

38 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Kubu

41.140.000       36.245.000     88,10  

39 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam

41.140.000       33.126.000     80,52  

40 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Balai Jaya

39.065.000       34.360.000     87,96  

41 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah Raya

39.065.000       34.360.000     87,96  

42 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah

43.215.000       38.376.000     88,80  

43 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Simpang Kanan

41.140.000       36.435.000     88,56  

44 Sosialisasi Kewaspadaan dini di kalangan 

masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas

39.065.000       34.145.000     87,41  

45 Pembinaan tokoh masyarakat sebagai tenaga 

pengendali keamanan dan kenyamanan 

lingkungan

67.248.000       56.488.000     84,00  

Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan 

lingkungan

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2
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1 3 4 5

VII 86.330.000         31.580.000     36,58  

46 Penyelenggaraan rapat Komunitas Intelijen 

Daerah (KOMINDA)

49.770.000       -                  -        

47 Peringatan Hari Besar Nasional 36.560.000       31.580.000     86,38  

Program pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2

 

 

1 3 4 5

VIII 99.670.000         84.620.000     84,90  

48 Pembinaan  tenaga pendidikan wawasan 

kebangsaan dan ideologi

62.875.000       52.805.000     84      

49 Peringatan Hari Besar Nasional 36.795.000       31.815.000     86,47  

Program Kemitraan pengembangan wawasan 

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2
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1 3 4

IX 1.316.100.000      1.106.334.300    

50 Pembinaan organisasi masyarakat 64.735.000           61.525.000        

51 Monitoring keberadaan organisasi masyarakat 37.290.000           27.975.000        

52 Sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Masyarakat

65.235.000           61.710.000        

53 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Sinaboi

45.590.000           39.950.500        

54 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Bangko

53.890.000           50.260.000        

55 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Pekaitan

45.590.000           39.530.500        

56 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Batu Hampar

45.590.000           38.330.500        

57 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Rimba Melintang

45.590.000           40.625.000        

58 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Bangko Pusako

47.665.000           42.125.000        

59 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan TP.Tj Melawan

45.590.000           40.475.000        

60 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Tanah Putih

49.740.000           43.275.000        

61 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Rantau Kopar

45.590.000           40.930.000        

62 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Pujud

45.590.000           39.760.000        

63 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Tanjung Medan

45.590.000           39.010.000        

64 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Kubu

47.665.000           39.875.000        

65 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Kubu Babussalam

47.665.000           39.875.000        

66 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Balai Jaya

45.590.000           41.240.000        

67 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Bagan Sinembah Raya

45.590.000           41.240.000        

68 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Bagan Sinembah

49.740.000           45.390.000        

69 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Simpang kanan

45.590.000           41.435.000        

70 Penyuluhan Kesadaran berpolitik kepada masyarakat 

di kecamatan Pasir Limau Kapas

45.590.000           39.860.000        

71 Penyelenggaraan verifikasi penggunaan bantuan 

keuangan partai politik

12.960.000           10.060.000        

72 Rapat kerja Tim Desk Pilkada 78.005.000           -                       

73 Bimbingan teknis penggunaan bantuan keuangan 

parpol

45.695.000           41.255.000        

74 Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum

64.515.000           58.282.800        

Program Pendidikan Politik masyarakat

PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

2
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1 3 4 5

4.051.285.000  3.301.169.024  81,48  

2

J U M L A H

%
PAGU 

ANGGARAN 

REALISASI 

(RP)
No URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

 

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal adalah 
sebagai berikut : 

1. Masih belum maksimalkan dukungan sumber daya aparatur yang kompenten 
dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang belum memadai 
dibandingkan dengan rasio dan cakupan kegiatan yang cukup luas;  

2. Keterbatasan penganggaran pada kegiatan yang bersifat prioritas; 

3. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dan regulasi yang mengatur 
mekanisme urusan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, budaya, 
agama dan kemasyarakatan; 

4. Adanya mutasi pegawai ketika tidak memperhatikan momentum. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur, dengan 
mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan formal sesuai 
bidang dan tupoksi berkenaan; 

2. Mengupayakan koordinasi untuk mempertahankan/menambah plafon anggaran 
dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana dan proses 
pelaksanaan program dan kegiatan urusan kewaspadaan nasional, ideologi dan 
wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, budaya, 
agama dan kemasyarakatan; 

3. Menguatkan efektifitas peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan 
sinergitas urusan kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan, 
politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, budaya, agama dan 
kemasyarakatan baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan 
eksternal; 

4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 
kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen kewaspadaan nasional, 
ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan 
ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dengan visi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
lingkungan politik yang nyaman dan sejahtera serta demokratis di daerah 
Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan 
kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ditetapkan 
3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.  Pada tahun 2019,  
untuk 3 (tiga) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) 
kegiatan dengan 7 indikator kinerja, capaian akhir sebagian besar sasaran dan 
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 
dapat  mencapai 100%,  kecuali sejumlah sasaran dan kegiatan yang tidak 
mencapai target yang telah ditetapkan karena keterbatasan dana (rasionalisasi 
anggaran) sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.  

 

B. SARAN 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir untuk masa 
yang akan datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengefektifkan peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas 
urusan kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan, politik 
dalam negeri dan ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan 
baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan eksternal; 

b. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 
dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen kewaspadaan 
nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan 
ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan; 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta sarana 
prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.  



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Meningkatkan 

kualitas kehidupan 

politik dan 

kedewasaan 

demokrasi

Meningkatnya kapasitas 

partai politik dan 

organisasi 

kemasyarakatan

Partai politik 

tertib administrasi 

Program Pendidikan 

Politik Masyarakat

Persentase partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemilu

n/a 73% 130,310,000       73% 292,475,500       74% 307,099,275       74% 322,454,239       75% 158,392,619       75% 1,210,731,633   

Penyelenggaraan 

verifikasi penggunaan 

bantuan keuangan 

partai politik

berkas proposal yang diverifikasi POLDAGRI 12 berkas            43,560,000 12 berkas            45,738,000 12 

berkas

           48,024,900 12 berkas            50,426,145 12 berkas            52,947,452 60 berkas         240,696,497 

Bimbingan teknis 

penggunaan bantuan 

keuangan Partai Politik

peserta yang mengikuti bimtek 

administrasi pertanggungjawaban 

bantuan keuangan partai politik

POLDAGRI 24 orang            86,750,000 24 orang            91,087,500 24 orang            95,641,875 24 orang         100,423,969 24 orang         105,445,167 120 orang         479,348,511 

Penyusunan Database 

Partai Politik

database sebagai rencana kegiatan 

pendidikan politik masyarakat yang 

disusun

POLDAGRI - - 2 db            32,850,000 3 db            34,492,500 6 db            36,217,125 - - 11 db         103,559,625 

Monitoring 

penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilukada

Jumlah aktifitas pemantauan 

berkenaan dengan pemilu yang 

dilakukan

POLDAGRI - - 100 kali         122,800,000 110 kali         128,940,000 110 kali         135,387,000 - - 320 kali         387,127,000 

Penyuluhan kesadaran 

berpolitik kepada 

masyarakat di 

Kabupaten Rokan Hilir

peserta yang mengikuti penyuluhan 

/sosialisasi

POLDAGRI -                                  -  1.000 

orang 

        575,100,000  1.000 

orang 

        603,855,000  1.000 

orang 

        634,047,750 -                                  -  3.000 

orang 

     1,813,002,750 

Organisasi 

masyarakat yang 

aktif

Program Pendidikan 

Politik Masyarakat

Jumlah/cakupan organisasi 

masyarakat yang mendapatkan 

pembinaan

n/a 100% 208,260,000       100% 218,673,000       100% 251,473,950       100% 249,912,000       100% 276,621,345       100% 1,204,940,295   

Pembinaan organisasi 

masyarakat

organisasi masyarakat yang dibina KETAHAN

AN

70 orang            66,735,000 70 orang            70,071,750 70 orang            80,582,513 70 orang            80,082,000 70 orang            88,640,764 350 orang         386,112,026 

Monitoring keberadaan 

organisasi masyarakat

aktifitas pemantauan untuk 

inventarisir data yang dilakukan

KETAHAN

AN

26 kali            73,290,000 26 kali            76,954,500 28 kali            88,497,675 28 kali            87,948,000 28 kali            97,347,443 136 kali         424,037,618 

Sosialisasi peraturan 

tentang organisasi 

masyarakat yang 

terbaru

peserta yang mengikuti sosialisasi 

pengelolaan organisasi masyarakat 

terbaru

KETAHAN

AN

70 orang            68,235,000 70 orang            71,646,750 70 orang            82,393,763 70 orang            81,882,000 70 orang            90,633,139 350 orang         394,790,651 

Mewujudkan 

kehidupan 

masyarakat yang 

harmonis dan 

bersatu dalam 

kemajemukan

Meningkatnya 

keamanan dan 

ketertiban umum

Persentase 

penyelesaian 

gangguan 

ketertiban umum 

dan ketentraman 

masyarakat

Jumlah konflik 

yang ditangani / 

jumlah konflik x 

100%

Program kemitraan 

pengembangan 

wawasan kebangsaan

Terciptanya sinergitas antara 

lembaga/ instansi/ organisasi dalam 

pengembangan wawasan kebangsaan

n/a 100% 195,650,000       100% 261,082,500       100% 334,694,875       100% 351,429,619       100% 369,001,100       100% 1,511,858,093   

Pembinaan tenaga 

pendidik wawasan 

kebangsaan dan ideologi 

se Kabupaten Rokan 

Hilir

tenaga pendidik wawasan 

kebangsaan dan ideologi yang dibina

WASBANG 160 orang         195,650,000 160 orang         205,432,500 170 

orang

        236,247,375 170 orang         248,059,744 180 

orang

        260,462,731 840 orang      1,145,852,350 

Pembinaan Forum 

Pembauran Kebangsaan 

(FPK)

peserta Forum Pembauran 

Kebangsaan (FPK) yang dibina 

WASBANG -                                  - 25 orang            55,650,000 25 orang            63,997,500 25 orang            67,197,375 25 orang            70,557,244 100 orang         257,402,119 

Monitoring dan 

pengawasan ideologi 

dan pembauran 

kebangsaan

aktifitas pemantauan dan 

pengawasan untuk inventarisir data 

yang dilakukan 

WASBANG -                                  - -                                  - 24 kali            34,450,000 24 kali            36,172,500 24 kali            37,981,125 76 kali         108,603,625 

Program pengembangan 

wawasan kebangsaan

Meningkatkan pengembangan 

wawasan kebangsaan kepada 

masyarakat

n/a 0.3% 37,500,000         0.3% 39,375,000         0.3% 294,033,750       0.4% 308,735,438       0.4% 324,172,209       0.4% 1,003,816,397   

Pelatihan kesadaran 

bela negara

peserta yang mengikuti pelatihan WASBANG -                                  - -                                  - 80 orang            86,500,000 80 orang            90,825,000 90 orang            95,366,250 250 orang         272,691,250 

Penyelenggaraan 

kegiatan peringatan hari 

bela negara

peserta yang mengikuti kegiatan 

upacara

WASBANG 750 orang            37,500,000 750 orang            39,375,000 800 

orang

           41,343,750 800 orang            43,410,938 850 

orang

           45,581,484 3900 

orang

        207,211,172 

Organisasi 

masyarakat yang 

memiliki SKT / 

Jumlah seluruh 

organisasi yang 

terdaftar x 100%

2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir

Partai Politik yang 

tertib administrasi 

/ Jumlah Partai 

Politik yang ikut 

Pemilu x 100%

 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

TUJUAN SASARAN
INDIKATOR 

SASARAN
FORMULA PROGRAM/ KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (outcome) 

dan Kegiatan (output)

Capaian  

Tahun 

Awal 

Rencana

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

1



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN

INDIKATOR 

SASARAN
FORMULA PROGRAM/ KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (outcome) 

dan Kegiatan (output)

Capaian  

Tahun 

Awal 

Rencana

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

Sosialisasi 4 pilar 

kenegaraan

peserta yang mengikuti sosialisasi WASBANG -                                  - -                                  - 80 orang            96,540,000 80 orang         101,367,000 85 orang         106,435,350 245 orang         304,342,350 

Forum dialog sumber 

daya ekonomi dan 

sumber daya alam di 

daerah

peserta yang mengikuti dialog KETAHAN

AN

-                                  - -                                  - 45 orang            69,650,000 50 orang            73,132,500 55 orang            76,789,125 150 orang         219,571,625 

Program Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

Persentase penanganan dan 

penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat

n/a 48.0% 171,500,000       48.0% 180,075,000       48% 241,736,250       50% 253,823,063       50% 266,514,216       50% 1,113,648,528   

Pembinaan tokoh 

masyarakat dan 

aparatur sebagai tenaga 

pengendali keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan se-

Kabupaten Rokan Hilir

tenaga pengendali keamanan dan 

kenyamanan lingkungan yang dibina

KETAHAN

AN

150 orang         171,500,000 150 orang         180,075,000 160 

orang

        207,086,250 160 orang         217,440,563 170 

orang

        228,312,591 780 orang      1,004,414,403 

Monitoring keamanan 

dan kenyamanan dalam 

rangka antisipasi konflik 

sosial

aktifitas monitoring untuk 

inventarisir data konflik sosial yang 

dilakukan

KETAHAN

AN

-                                  - -                                  - 24 kali            34,650,000 24 kali            36,382,500 24 kali            38,201,625 72 kali         109,234,125 

Pelaksanaan apel siaga 

Pemilu/Pilkada

peserta yang mengikuti apel siaga POLDAGRI -                                  - 500 orang            32,680,000 500 

orang

           34,314,000 500 orang            36,029,700 -                                  - 1500 

orang

        103,023,700 

Rapat kerja kesiapan 

Forkopimda dan Upika 

dalam rangka 

menghadapi 

Pemilu/Pemilukada

peserta yang mengikuti rapat kerja POLDAGRI -                                  - 58 orang            50,760,000 58 orang            53,298,000 58 orang            55,962,900 -                                  - 174 orang         160,020,900 

Rapat kerja kesiapan 

camat dalam rangka 

menghadapi 

Pemilu/Pemilukada

Jumlah/frekuensi rapat yang 

dilaksanakan

POLDAGRI -                                  - 3 kali            49,940,000 3 kali            52,437,000 3 kali            55,058,850 -                                  - 9 kali         157,435,850 

Rapat kerja kesiapan 

lurah/datuk penghulu 

dalam rangka 

menghadapi 

Pemilu/Pemilukada

peserta yang mengikuti rapat kerja POLDAGRI -                                  - 198 orang         156,850,000 198 

orang

        164,692,500 198 orang         172,927,125 -                                  - 198 orang         494,469,625 

Pemantauan dan 

pengawasan orang asing 

dan organisasi 

masyarakat asing di 

daerah

aktifitas pemantauan dan 

pengawasan untuk inventarisir data 

orang dan organisasi asing yang 

dilakukan

WASNAS -                                  - -                                  - 24 kali            42,730,000 24 kali            44,866,500 24 kali            47,109,825 72 kali         134,706,325 

Program Pemeliharaan 

Kantrantibmas dan 

Pencegahan Tindak 

Kriminal

Persentase pemeliharaan 

kantrantibmas dan pencegahan tidak 

kriminal.

n/a - -                          100% 47,650,000         100% 548,967,500       100% 576,415,875       100% 605,236,669       100% 1,778,270,044   

Penyelenggaraan rapat 

Komunitas Intelijen 

Daerah (KOMINDA)

Jumlah/frekuensi rapat koordinasi 

yang dilaksanakan

WASNAS 4 kali         245,650,000 4 kali         257,932,500 4 kali         270,829,125 4 kali         284,370,581 4 kali         298,589,110 20 kali      1,357,371,317 

Peningkatan wawasan 

aparatur tentang 

intelijen daerah

peserta yang mengikuti kursus 

singkat

WASNAS -                                  - -                                  - 18 orang         191,420,000 20 orang         200,991,000 20 orang         211,040,550 48 orang         603,451,550 

Rapat koordinasi 

penyelenggaraan 

pencegahan, 

pemberantasan, 

penyalahgunaan dan 

peredaran gelap 

narkoba (P4GN)

Jumlah/frekuensi rapat koordinasi 

yang dilaksanakan

WASNAS -                                  - -                                  - -                                  - 3 kali         187,810,000 3 kali         197,200,500 6 kali         385,010,500 

2



Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN

INDIKATOR 

SASARAN
FORMULA PROGRAM/ KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (outcome) 

dan Kegiatan (output)

Capaian  

Tahun 

Awal 

Rencana

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

Pembinaan Forum 

Kewaspadaan Dini 

Masyarakat (FKDM)

anggota Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarakat (FKDM) yang dibina

WASNAS -                                  - 23 orang            47,650,000 23 orang            54,797,500 23 orang            57,537,375 23 orang            60,414,244 192 orang         220,399,119 

Sosialisasi kewaspadaan 

dini dikalangan 

masyarakat se 

Kabupaten Rokan Hilir

peserta yang mengikuti sosialisasi 

kewaspadaan dini

WASNAS -                                  - -                                  - 165 

orang

        198,650,000 165 orang         208,582,500 170 

orang

        219,011,625 500 orang         626,244,125 

Pembinaan Forum 

Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB)

peserta Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) yang dibina

WASNAS -                                  - -                                  - 27 orang            52,650,000 27 orang            55,282,500 27 orang            58,046,625 61 orang         165,979,125 

Sosialisasi 

penyelenggaraan 

kerukunan antar umat 

beragama di kabuapten 

Rokan Hilir

Jumlah peserta yang mengikuti 

sosialisasi

WASNAS -                                  - -                                  - 155 

orang

        185,620,000 155 orang         194,901,000 160 

orang

        204,646,050 520 orang         585,167,050 

Pemantauan dan 

pemetaan permasalahan 

wilayah perbatasan dan 

wilayah rawan konflik 

se Kabupaten Rokan 

Hilir

aktifitas pemantauan dan pemetaan 

di wilayah perbatasan dan wilayah 

rawan konflik yang dilakukan

WASNAS -                                  - -                                  - 36 kali            57,250,000 36 kali            60,112,500 36 kali            63,118,125 108 kali         180,480,625 

Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

kinerja OPD

Meningkatnya 

akuntabilitas Badan 

Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten 

Rokan Hilir

Nilai Evaluasi 

SAKIP

Hasil penelitian 

SAKIP oleh 

Inspektorat

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan layangan administrasi 

perkantoran

n/a 100% 1,169,620,000   100% 1,228,101,000   100% 1,288,988,400   100% 1,353,437,820   100% 1,421,109,711   100% 6,590,906,099   

Level Maturitas 

SPIP Instansi

Hasil evaluasi SPIP 

oleh BPKP/ 

Inspektorat

Penyediaan jasa surat 

menyurat

surat menyurat tersedia UMUM 1250 

buah

              9,860,000 1250 

buah

           10,353,000 1250 

buah

           10,353,000 1250 

buah

           10,870,650 1250 

buah

           11,414,183 6250 

buah

        182,500,000 

Nilai Reformasi 

Birokrasi

Hasil penilaian 

reformasi 

birokrasi

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumberdaya air dan 

listrik

jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik tersedia 

UMUM 12 bulan            64,000,000 12 bulan            67,200,000 12 bulan            70,560,000 12 bulan            74,088,000 12 bulan            77,792,400 60 bulan         353,640,400 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kenderaan 

dinas/operasional

jasa pajak perizinan kenderaan 

dinas/operasional tersedia

UMUM 1 tahun            15,000,000 12 bulan            15,750,000 12 bulan            16,537,500 12 bulan            17,364,375 12 bulan            18,232,594 60 bulan            82,884,469 

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

jasa penyediaan kebersihan kantor 

tersedia

UMUM 12 bulan            50,600,000 12 bulan            53,130,000 12 bulan            55,786,500 12 bulan            58,575,825 12 bulan            61,504,616 60 bulan         279,596,941 

Penyediaan alat tulis 

kantor

alat tulis kantor tersedia UMUM 1 tahun            63,800,000 1 tahun            66,990,000 1 tahun            70,339,500 1 tahun            73,856,475 1 tahun            77,549,299 5 tahun         352,535,274 

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

barang cetakan dan penggandaan 

tersedia

UMUM 1 tahun            53,500,000 1 tahun            56,175,000 1 tahun            58,983,750 1 tahun            61,932,938 1 tahun            65,029,584 5 tahun         295,621,272 

Cetak baliho, spanduk 

dan stiker Pemilu

baliho, spanduk dan stiker 

Pemilu/Pilkada yang dicetak

UMUM 900 buah            64,520,000 900 buah            67,746,000 900 buah            71,133,300 900 buah            74,689,965 900 buah            78,424,463 4500 

buah

        356,513,728 

Cetak reklame / 

spanduk / baliho kantor

reklame / spanduk / baliho yang 

dicetak

UMUM 25 buah            11,520,000 25 buah            12,096,000 25 buah            12,700,800 25 buah            13,335,840 25 buah            14,002,632 125 buah            63,655,272 

Cetak baliho / spanduk 

/ banner informasi 

terkait hankamtibnas, 

budaya, agama dan 

kemasyarakatan

baliho / spanduk / banner yang 

dicetak

UMUM 144 buah            60,720,000 144 buah            63,756,000 144 buah            66,943,800 144 buah            70,290,990 144 buah            73,805,540 720 buah         335,516,330 

Penyediaan komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

sarana instalasi listrik yang terpasang UMUM 1 tahun            22,500,000 1 tahun            23,625,000 1 tahun            24,806,250 1 tahun            26,046,563 1 tahun            27,348,891 5 tahun         124,326,703 

Penyediaan peralatan 

rumah tangga

sarana peralatan rumah tangga 

tersedia

UMUM 1 tahun            11,200,000 1 tahun            11,760,000 1 tahun            12,348,000 1 tahun            12,965,400 1 tahun            13,613,670 5 tahun            61,887,070 
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Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN

INDIKATOR 

SASARAN
FORMULA PROGRAM/ KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (outcome) 

dan Kegiatan (output)

Capaian  

Tahun 

Awal 

Rencana

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

Penyediaan makanan 

dan minuman

makanan dan minuman yang 

disediakan

UMUM 1 tahun            46,000,000 1 tahun            48,300,000 1 tahun            50,715,000 1 tahun            53,250,750 1 tahun            55,913,288 5 tahun         254,179,038 

Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi  ke luar 

daerah

hasil koordinasi dan konsultasi  ke 

luar daerah

UMUM 1 tahun         520,000,000 1 tahun         546,000,000 1 tahun         573,300,000 1 tahun         601,965,000 1 tahun         632,063,250 5 tahun      2,873,328,250 

Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi  ke dalam 

daerah

hasil koordinasi dan konsultasi ke 

dalam daerah

UMUM 1 tahun         138,000,000 1 tahun         144,900,000 1 tahun         152,145,000 1 tahun         159,752,250 1 tahun         167,739,863 5 tahun         762,537,113 

Penyediaan jasa tenaga 

honorer

jasa tenaga honorer kantor yang 

disediakan

UMUM 12 bulan            38,400,000 12 bulan            40,320,000 12 bulan            42,336,000 12 bulan            44,452,800 12 bulan            46,675,440 60 bulan         212,184,240 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan layanan sarana dan 

prasarana aparatur yang memenuhi 

standar

n/a 100% 317,800,000       100% 372,090,000       100% 692,844,500       100% 706,686,725       100% 1,173,404,886   100% 3,262,826,111   

Pembangunan Gedung 

Kantor

sarana gedung kantor yang dibangun PROG -                                  - -                                  - 1 

Kegiatan

        190,000,000 -                                  - -                                  - 1 

Kegiatan

        190,000,000 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

kendaraan dinas/operasional yang 

dibeli

PROG -                                  - -                                  - -                                  - 2 Unit            56,000,000 1 Unit         670,000,000 3 Unit         726,000,000 

Pengadaan 

komputer/PC

komputer/PC yang dibeli PROG -                                  - -                                  - 3 Unit            48,000,000 -                                  - 3 Unit            52,800,000 6 Unit         100,800,000 

Pengadaan laptop laptop yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 2 Unit            48,000,000 -                                  - 3 Unit            48,000,000 

Pengadaan printer printer yang dibeli PROG -                                  - -                                  - 3 Unit            21,000,000 -                                  - 3 Unit            23,100,000 6 Unit            44,100,000 

Pengadaan 

UPS/stabilizer

UPS/stabilizer yang dibeli PROG -                                  - -                                  - 3 Unit            15,000,000 -                                  - 3 Unit            16,500,000 6 Unit            31,500,000 

Pengadaan almari arsip almari arsip yang dibeli PROG -                                  - 3 Unit            17,000,000 -                                  - 3 Unit            18,700,000 -                                  - 6 Unit            35,700,000 

Pengadaan mesin 

fotocopy

mesin fotocopy yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 1 Unit            65,500,000 -                                  - 1 Unit            65,500,000 

Pengadaan proyektor / 

infokus

proyektor / infokus yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 1 Unit            18,500,000 -                                  - 1 Unit            18,500,000 

Pengadaan kamera kamera yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 2 Unit            18,000,000 -                                  - 2 Unit            18,000,000 

Pengadaan peta politik peta politik yang dibeli PROG -                                  - 20 buah            21,400,000 20 buah            22,470,000 20 buah            23,593,500 -            24,717,000 60 buah            92,180,500 

Pengadaan Air 

Condisioner (AC)

Air Condisioner (AC) yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 5 Unit            32,500,000 -                                  - 5 Unit            32,500,000 

Pengadaan sofa tamu sofa tamu yang dibeli PROG -                                  - -                                  - 1 Set            28,000,000 -                                  - -                                  - 1 Set            28,000,000 

Pengadaan meja kerja meja kerja yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 5 Unit            38,000,000 -                                  - 5 Unit            38,000,000 

Pengadaan kursi kerja kursi kerja yang dibeli PROG -                                  - -                                  - -                                  - 5 Unit            20,000,000 -                                  - 5 Unit            20,000,000 

Pengadaan meja rapat meja rapat yang dibeli PROG -                                  - -                                  - 1 Set            18,000,000 -                                  - -                                  - 1 Set            18,000,000 

Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung 

kantor

gedung kantor yang dipelihara UMUM 1 tahun            67,000,000 1 tahun            70,350,000 1 tahun            73,867,500 1 tahun            77,560,875 1 tahun            81,438,919 5 tahun         370,217,294 

Pemeliharaan 

rutin/berkala mobil 

jabatan

mobil jabatan yang dipelihara UMUM 1 tahun         119,500,000 1 tahun         125,475,000 1 tahun         131,748,750 1 tahun         138,336,188 1 tahun         145,252,997 5 tahun         660,312,934 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas / 

operasional

kendaraan dinas / operasional yang 

dipelihara

UMUM 1 tahun         102,800,000 1 tahun         107,940,000 1 tahun         113,337,000 1 tahun         119,003,850 1 tahun         124,954,043 5 tahun         568,034,893 

Pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan 

gedung kantor

peralatan gedung kantor yang 

dipelihara

UMUM 1 tahun            28,500,000 1 tahun            29,925,000 1 tahun            31,421,250 1 tahun            32,992,313 1 tahun            34,641,928 5 tahun         157,480,491 

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Tingkat disiplin aparatur n/a 100% 65,000,000          100% 97,500,000          100% 68,250,000          100% 102,375,000       100% 71,662,500          100% 404,787,500       

Pengadaan Pakaian 

Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta 

perlengkapannya yang dibeli

UMUM - -                                40 stel 32,500,000          - -                                40 stel            34,125,000 - -                                80 stel            66,625,000 

Pengadaan Pakaian 

Melayu

pakaian melayu beserta 

perlengkapannya yang dibeli

UMUM 40 stel 32,500,000          - -                                40 stel            34,125,000 - -                                40 stel            35,831,250 120 stel         102,456,250 
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Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
TUJUAN SASARAN

INDIKATOR 

SASARAN
FORMULA PROGRAM/ KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (outcome) 

dan Kegiatan (output)

Capaian  

Tahun 

Awal 

Rencana

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017

Pengadaan Pakaian 

Korpri

pakaian korpri beserta 

perlengkapannya yang dibeli

UMUM - -                                40 stel 32,500,000          - -                                40 stel            34,125,000 - -                                80 stel            66,625,000 

Pengadaan Pakaian 

Olahraga

pakaian olah raga beserta 

perlengkapannya yang dibeli

UMUM 40 stel 32,500,000          - -                                40 stel            34,125,000 - -                                40 stel            35,831,250 120 stel         102,456,250 

Pengadaan Pakaian 

Batik

pakaian batik beserta 

perlengkapannya yang dibeli

UMUM - -                                40 stel 32,500,000          - -                                40 stel            34,125,000 - -                                80 stel            66,625,000 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Aparatur yang mendapatkan 

pelatihan kompetensi

n/a 100% 373,600,000       100% 392,280,000       100% 451,122,000       100% 473,678,100       100% 497,362,005       100% 2,188,042,105   

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

sumber daya aparatur yang terdidik 

dan terlatih

UMUM 1 tahun         110,000,000 1 tahun         115,500,000 1 tahun         132,825,000 1 tahun         139,466,250 1 tahun         146,439,563 5 tahun         644,230,813 

Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan 

tentang penataan 

program kegiatan OPD

sumber daya aparatur yang 

mengikuti bimbingan teknis

UMUM 15 orang         122,750,000 15 orang         128,887,500 15 orang         148,220,625 15 orang         155,631,656 15 orang         163,413,239 75 orang         718,903,020 

Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan 

tentang kinerja dan 

pengelolaan keuangan 

OPD

sumber daya aparatur yang 

mengikuti bimbingan teknis

UMUM 18 orang         140,850,000 18 orang         147,892,500 18 orang         170,076,375 18 orang         178,580,194 18 orang         187,509,203 90 orang         824,908,272 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

Tingkat pelaporan kinerja yang tepat 

waktu

CC 54,850,000           B 57,592,500           B 63,291,375          BB 66,455,944          BB 189,778,741        A 431,968,560       

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Penyusunan 

Laporan Akhir Tahun

dokumen laporan Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK) OPD yang 

disusun

KEU 1 Laporan               8,000,000 1 Laporan               8,400,000 1 

Laporan

              8,820,000 1 Laporan               9,261,000 1 

Laporan

              9,724,050 5 Laporan            44,205,050 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Penyusunan 

Renja, RKA, DPA, DPPA

dokumen RKA / DPA / DPPA SKPD 

yang disusun

PROG 4 

Dokumen

           20,000,000 4 

Dokumen

           21,000,000 4 

Dokumen

           22,050,000 4 

Dokumen

           23,152,500 4 

Dokumen

           24,310,125 20 

Dokumen

        110,512,625 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Penyusunan 

Lakip, LPPD, LKPJ

Laporan AKIP, LPPD dan LKPJ OPD 

yang disusun

PROG 3 Laporan            15,200,000 3 Laporan            15,960,000 3 

Laporan

           18,354,000 3 Laporan            19,271,700 3 

Laporan

           20,235,285 15 

Laporan

           89,020,985 

Penataan dan 

Inventarisasi Aset 

Bakesbangpol Rokan 

Hilir

dokumen penataan dan inventarisasi 

aset OPD yang disusun

KEU 1 

Dokumen

           11,650,000 1 

Dokumen

           12,232,500 1 

Dokumen

           14,067,375 1 

Dokumen

           14,770,744 1 

Dokumen

           15,509,281 5 

Dokumen

           68,229,900 

Penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) OPD

dokumen perencanaan strategis yang 

disusun

PROG ,-                                  - ,-                                  - ,-                                  - ,-                                  - 1 

Dokumen

        120,000,000 1 

Dokumen

        120,000,000 
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2017 2018 2019 2020 2021

Target 

Kinerja 

Akhir 

Periode

Partai politik tertib administrasi Jumlah Partai Politik  yang tertib 

administrasi / Jumlah Partai Politik yang 

ikut Pemilu x 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Organisasi masyarakat yang aktif Jumlah organisasi masyarakat yang 

memiliki SKT / Jumlah seluruh organisasi 

yang terdaftar x 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang harmonis dan 

bersatu dalam kemajemukan

Terciptanya kondisi yang benar-

benar tentram dan damai 

Meningkatnya keamanan dan 

ketertiban umum

Persentase penyelesaian gangguan 

ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat

Jumlah konflik yang ditangani / jumlah 

konflik x 100%

n/a n/a 48% 48% 50% 50% 50%

Nilai Evaluasi SAKIP Hasil penelitian SAKIP oleh Inspektorat n/a CC B B BB BB BB

Level Maturitas SPIP Instansi Hasil evaluasi SPIP oleh BPKP/ Inspektorat n/a n/a Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Nilai Reformasi Birokrasi Hasil penilaian reformasi birokrasi n/a n/a n/a C C CC CC

MISI 2 : Memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Rokan Hilir

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerjanya

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

(2016)

TARGET KINERJA SASARAN

MISI 1 : Mewujudkan kehidupan politik demokratis yang ditopang dengan suasana kondusif

1 Meningkatkan kualitas 

kehidupan politik dan 

kedewasaan demokrasi

Optimalnya kapasitas dan 

kinerja partai politik, organisasi 

masyarakat dan partisipasi 

politik masyarakat

Meningkatnya kapasitas partai 

politik dan organisasi 

kemasyarakatan

MISI 3 : Meningkatkan kinerja sumber daya organisasi

3 Meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan dan 

kinerja OPD

Peningkatan kualitas sumber 

daya aparatur, sarana dan 

prasarana dan kualitas 

pengelolaan keuangan Badan 

Kesbangpol

Meningkatnya akuntabilitas Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Rokan Hilir



TUGAS 

FUNGSI

Partai politik tertib administrasi Jumlah Partai Politik  yang tertib administrasi / Jumlah 

Partai Politik yang ikut Pemilu x 100%

Bakesbangpol

Organisasi masyarakat yang aktif Jumlah organisasi masyarakat yang memiliki SKT / 

Jumlah seluruh organisasi yang terdaftar x 100%

Bakesbangpol

2 Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum Persentase penyelesaian gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah konflik yang ditangani / jumlah konflik x 100% Bakesbangpol

3 Meningkatnya akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Rokan Hilir

Nilai Evaluasi SAKIP Hasil penelitian SAKIP oleh Inspektorat Bakesbangpol

Level Maturitas SPIP Instansi Hasil evaluasi SPIP oleh BPKP/ Inspektorat Bakesbangpol

Nilai Reformasi Birokrasi Hasil penilaian reformasi birokrasi Bakesbangpol

KETERANGAN

1 Meningkatnya kapasitas partai politik dan organisasi 

kemasyarakatan

: 5. pengkoordinasian dengan lembaga politik serta pemberian pendidikan politik kepada masyarakat;

: 6. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

: 7. pengkoordinasian pembauran kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan serta nilai sejarah;

: 8. pengkoordinasian ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan;

: 9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan.

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI SUMBER DATA

: 4. pengelolaan tata usaha Badan;

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HILIR 2016 - 2021

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, budaya, agama 

dan kemasyarakatan.

: 1. penyusunan rancangan dokumen-dokumen perencanaan Renstra, dan Renja SKPD;

: 2. perumusan kebijakan bidang kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, budaya, agama dan kemasyarakatan;

: 3. pengkoordinasian dalam bidang intelijen dan masyarakat perbatasan, penanganan konflik serta pengawasan orang asing;
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